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Abstract 

The goal to be achieved through this research is to identify, assess and 
analyze legal protection for creators and copyright holders of Instagram 
creator content, Copyright Holders and Instagram Content Creators 
get legal protection for creations and content created based on their 
original thoughts or ideas and creativity. into the Instagram platform 
in Indonesia. The type of research used to write this thesis uses 
normative legal research in the preparation of this scientific paper with 
a descriptive method, especially related to Law Number 28 of 2014 
concerning Copyright and other supporting regulations. From the 
results of the research using the above method, the authors get answers 
to the existing problems that Copyright Holders and Instagram 
Content Creators get legal protection for creations and content created 
based on their original thoughts or ideas and creativity into the 
Instagram platform in Indonesia. In addition, the Copyright Law 
provides protection related to moral rights and economic rights, moral 
rights and economic rights are exclusive rights owned by creators or 
content creators that must be protected by the Copyright Law. 
Criminal sanctions for copyright infringement have provided legal 
protection for creators and copyright holders of Instagram creator 
content, this is regulated in the Copyright Law, which contains 8 
(eight) provisions relating to criminal sanctions for copyright 
infringement, namely Article 112 to Article 119 of the Copyright Act. 
In this case, it is clear that there is a threat of criminal sanctions for 
people who deliberately steal other people's content, but the lack of legal 
information for Instagram content creators has made it impossible for 
people to be convicted under these provisions. 
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Abstraks 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menilai dan 
menganalisa perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak 
cipta konten kreator instagram, Pemegang Hak Cipta dan Content 
Creator  instagram  mendapatkan perlindungan hukum terhadap cip-
taan maupun konten yang diciptakan berdasarkan pemikiran atau ide 
orisinil dan kreatifitas mereka ke dalam platform instagram  di In-
donesia.Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis tesis ini 
menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam penyusunan 
karya ilmiah ini dengan metode deskriptif terutama terkait Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan aturan lain 
yang mendukung.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis 
mendapatkan jawaban atas masalah yang ada bahwa Pemegang Hak 
Cipta dan Content Creator  instagram  mendapatkan perlindungan 
hukum terhadap ciptaan maupun konten yang diciptakan berdasarkan 
pemikiran atau ide orisinil dan kreatifitas mereka ke dalam platform 
instagram  di Indonesia. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta mem-
beri perlindungan terkait hak moral dan hak ekomoni, Hak moral dan 
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hak ekonomi merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pen-
cipta atau conten creator yang harus dilindungi oleh Undang-Undang 
Hak Cipta. sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta Telah 
memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak 
cipta konten creator instagram, hal tersebut diatur Dalam Undang-
Undang Hak Cipta, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) ketentuan 
yang mengatur terkait sanksi pidana pelanggaran hak cipta, yaitu 
Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal 
ini jelas terdapat ancaman sanksi pidana bagi orang yang dengan 
sengaja mencuri konten milik orang lain, akan tetapi minimnya in-
formasi hukum bagi content creator instagram membuat belum dite-
mukannya orang yang dipidana dengan ketentuan tersebut.  
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1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi informasi te-
lah merubah dengan cepat peradaban ma-
nusia (Inose & Pierce, 1984; Adamczyk et al., 
2019; Umanailo et al., 2019; Ramli et al., 2021; 
dan Achmad, 2021). Saat ini, setiap orang 
dapat memanfaatkan teknologi dengan mu-
dah, termasuk mengunggah (upload) dan 
mengunduh (download) konten di internet 
baik itu berupa foto ataupun video. Meng-
ingat saat ini hampir di semua lini kehi-
dupan masyarakat serba meng-gunakan in-
ternet, lahir banyak aplikasi-aplikasi media 
sosial di dunia baik itu digunakan untuk 
berbagi infomasi, membantu dan memu-
dahkan pekerjaan, mengembangkan usaha, 
ataupun hanya untuk sekadar hiburan sema-
ta. Perkembangan teknologi ini juga mem-
buat segala penyebaran informasi menjadi 
tanpa batas yang juga tanpa disadari te-lah 
menyebabkan perubahan sosial-budaya dan 
ekonomi di dalam masyarakat. 

Media sosial dapat menghubungkan 
orang-orang yang dikenal atau tidak dikenal 
yang beribu-ribu kilo meter jaraknya hanya 
dengan menggunakan internet. Haenlein & 
Kaplan (2019) menyebut media sosial se-
bagai sebuah kelompok aplikasi berbasis in-
ternet yang dibangun di atas dasar ideologi 
dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan 
penciptaan dan pertukaran user-generated 
content. 

 Dalam satu dekade terakhir, perkem-
bangan dunia digital maju pesat ditandai de-
ngan banyaknya pengguna internet dan ap-
likasi media sosial. Menurut riset platform 
manajemen media sosial HootSuite dan a-
gensi marketing sosial We Are Social bertajuk 
"Global Digital Reports 2020", hampir 64 per-
sen penduduk Indonesia sudah terkoneksi 
dengan jaringan internet (Ludwianto, 2020). 
Artinya, sebanyak 175,4 juta masyarakat In-
donesia telah menggunakan internet. 

Salah satu aplikasi media sosial yang 
banyak digunakan masyarakat Indonesia a-
dalah Instagram. Instagram merupakan sa-
lah satu media sosial yang menyediakan ber-
bagai macam konten Hak Kekayan Intelek-
tual (HKI) seperti; foto dan video sehingga 
banyak orang berkreasi di instagram. Peng-
guna aktif bulanan instagram di Indonesia 
mencapai 61.610.000 (Pertiwi, 2020). Dalam 
perkembangan beberapa tahun ini, insta-
gram tidak hanya sebatas media berbagi in-
formasi atau hiburan semata, namun juga 
beralih menjadi ladang pekerjaan. Bagi a-
kun-akun yang banyak memiliki pengikut 
(follower), yang biasa disebut selebgram, ba-
nyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usa-
ha untuk mengiklan atau memasarkan pro-
duknya dengan sistem endorsement, yaitu 
membayar jasa selebgram untuk menyebar-
kan atau mengiklan produk pada akunnya 
pribadinya (Evelina & Handayani, 2018; 
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Fariastuti & Azis, 2019;  Ramadhan et al., 
2020; dan Fridiana & Westra, 2021). 

Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai 
suatu kesempatan lapangan pekerjaan baru 
dan dampak positif dari media sosial. Sebe-
lumnya, jasa pengiklanan biasa dilakukan o-
leh pelaku usaha dengan membayar media-
media seperti koran, radio, ataupun televisi. 
Mencermati peluang ini, banyak para peng-
guna instagram berlomba-lomba memperba-
nyak follower dengan cara mengembangkan 
kreatifitas membuat konten-konten menarik 
agar banyak orang mengikuti akunnya se-
hingga akan mendapat keuntungan ekono-
mi. 

Hasil karya yang telah diunggah di in-
stagram tersebut menjadi hak pencipta seba-
gai hak kekayaan intelektual (HKI) dan da-
pat dinikmati oleh penikmat karyanya. Na-
mun, mengingat saat ini dengan sangat mu-
dah bagi para pengguna untuk mengakses, 
mengunduh atau membagikan sebuah kon-
ten karya orang lain tanpa izin pencipta, ma-
ka timbul permasalahan baru yaitu pelang-
garan hak cipta yang dilakukan oleh orang-
orang yang tidak bertanggungjawab untuk 
menaikkan traffic pengikut instagram priba-
dinya dengan cara mengunggah ulang (reu-
pload) karya orang lain, sehingga akan men-
dapatkan keuntungan apabila pengikutnya 
bertambah banyak. 

Dalam perspektif hukum pidana, hak 
kebendaan yang memiliki nilai ekonomi me-
rupakan harta kekayaan (Mahmudyah, 
2019); dan (Pikahulan, 2020). Jika harta keka-
yaan itu diganggu maka orang yang meng-
ganggu itu termasuk dalam kategori subjek 
hukum yang melakukan kejahatan atau pe-
langgaran terhadap harta kekayaan dan Un-
dang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cip-
ta) menempatkan kejahatan terhadap hak 
cipta adalah kejahatan terhadap harta benda 
atau kejahatan terhadap harta kekayaan. 

Secara substantif pengertian HKI da-
pat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan 

sebagai karya-karya yang timbul atau lahir 
karena adanya kemampuan intelektualitas 
manusia dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Dari Perspektif hukum, HKI 
digolongkan sebagai hak milik pribadi (per-
sonality property) yang timbul dari hak ala-
miah manusia (natural right) karenanya HKI 
serupa dengan hak kebendaan lainnya dapat 
dipertahankan dari kekuasaan siapapun 
yang tidak berhak. Untuk itu setiap karya 
oleh pikir manusia haruslah dilindungi dan 
dijamin keberadaanya. 

Ditingkat internasional hak cipta juga 
diberikan perlindungan, yaitu diantaranya 
dalam perjanjian internasional seperti Bern 
Convention, The Universal Copyrights Conven-
tion dan The TRIPs Agreement. The TRIPs 
Agreement tercantum dalam perjanjian multi-
lateral GATT/WTO yang diikuti oleh Indo-
nesia, yang mana tujuan dari perjanjian The 
TRIPs Agreement untuk melindungi dan me-
negakkan hukum hak milik intelektual guna 
mendorong timbulnya inovasi, pengalihan 
serta penyebaran teknologi dengan cara 
menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi 
serta keseimbangan antara hak dan kewa-
jiban (Usman, 2006; Setyoningsih, 2021; dan 
Sanib, 2019).  

Perjanjian tersebut memungkinkan ne-
gara-negara anggotanya untuk menyediakan 
perlindungan yang lebih luas terkait dengan 
HKI berlaku juga bagi Indonesia, dalam hal 
ini dapat diartikan bahwa negara-negara 
yang menjadi anggota perjanjian tersebut 
dapat mengatur dan membuat sendiri ke-
tentuan-ketentuan dan pembatasan-pemba-
tasan hak cipta sesuai dengan kebijakan pe-
merintah di negaranya. 

Dalam hukum Indonesia, karya-karya 
yang timbul karena hasil olah pikiran dan 
kreatifitas diri manusia dilindungi berdasar-
kan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam  
Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan 
hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
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dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pem-
batasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Pasal 1 UU Hak Cipta). 
Berbeda dengan hak kekayaan intelek-

tual lainnya seperti hak paten ataupun me-
rek, hak cipta tidak memerlukan pendafta-
ran suatu karya pada Dirjen Kekayaan Intel-
ektual untuk mendapatkan lisensi bukti cip-
taan agar mendapat perlindungan hukum, 
UU Hak Cipta mengatur perlindungan hu-
kum hak pencipta berdasarkan prinsip de-
klaratif yang artinya hak cipta lahir secara 
otomatis setelah suatu ciptaan itu diwujud-
kan dalam bentuk nyata. 

Hak eksklusif yang melekat pada pen-
cipta terdiri dari 2 (dua) hal, yakni: 
1. Hak Moral. Hak moral adalah hak yang 

melakat abadi pada diri pencipta untuk: 
a. Tetap mencantumkan atau tidak me-

ncantumkan namanya pada salinan 
sehubungan dengan pemakaian Cip-
taannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau 
samarannya; 

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan 
kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul Cip-
taan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal 
terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Cip-
taan, modifikasi Ciptaan, atau hal 
yang bersifat merugikan kehormatan 
diri atau reputasinya. 

2. Hak Ekonomi, adalah hak eksklusif pen-
cipta atau pemegang Hak Cipta untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas Cip-
taan (Pasal 1 UU Hak Cipta) 

Menurut Ashibly (2019), Pasal 4 UU 
Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif 
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak 
moral merupakan hak yang tidak dapat di-
alihkan, seperti hak melarang melakukan 
perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi 
merupakan hak yang dapat dialihkan, seper-
ti hak untuk mengumumkan dan hak untuk 
memperbanyak (Ashibly, 2019: 27).  Hak ini 
melarang orang lain selain pencipta dan pe-
megang hak cipta untuk untuk mengubah, 

memperbanyak atau membagi, dan mem-
perjual-belikan suatu ciptaan tanpa sepenge-
tahuan pencipta atau pemegang hak cipta. 

Terdapat persamaan antara hak ke-
bendaan dan HKI, yaitu hak kebendaan ter-
sebut dapat beralih kepada orang lain de-
ngan berbagai cara atau peristiwa hukum, 
seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah 
dan sebagainya sepanjang tidak bertenta-
ngan dengan ketentuan perundang-undang-
an yang berlaku dan kepatutan dalam ma-
syarakat.  

Secara ekonomis hak eksklusif yang 
terkandung dalam Hak Cipta berfungsi un-
tuk melegalkan pemiliknya memonopoli pe-
nggunaannya atau untuk melegalkan pem-
iliknya tersebut. Dari aspek ekonomis ke-
pemilikan atas kekayaan intelektual lebih 
pada sifat industrialis dari pada sebagai per-

sonal property. Oleh karnanya hak eksklusif 
atas suatu kekayaan intelektual dapat juga 
dilaksanakan oleh orang lain dengan perjan-
jian lisensi dimana si penerima lisensi mem-
bayar royalty kepada pemegang hak. 

Di setiap era kehidupan, manusia ber-
pacu memenuhi kebutuhan hidup yang ber-
kembang dari zaman ke zaman. Pada era 
digital ini, setiap orang dituntut untuk aktif 
dan kreatif yang pada akhirnya menuntut 
setiap orang untuk inovatif. Dalam hal kre-
atifitas-kreatifitas yang diciptakan, Pengatu-
ran hukum tentang hak cipta telah sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan ke-
pentingan masyarakat untuk melindungi 
hak hasil olah pikirnya sebagaimana dikata-
kan dalam Undang-Undang Hak Cipta ten-
tang hak ekslusif yang melekat namun tidak 
sedikit yang melanggar. 

Problematika pelanggaran hak cipta di 
instagram memiliki dua permasalahan hu-
kum, pertama, yaitu bagimana melindungi 
hak cipta, dan kedua, bagaimana cara meng-
hentikan pelanggaran hukum terkait hak 
cipta. Munculnya tindak pidana Hak Cipta 
dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuan-
titas maupun kualitas, adalah merupakan si-
kap tidak menghargai hasil karya orang lain 
dan bahkan pelaku tindak pidana Hak Cipta 
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cenderung untuk memanfaatkan hasil cip-
taan yang diakui dan dilindungi oleh Un-
dang-Undang Hak Cipta, yang pada dasar-
nya memang berkisar pada keinginan untuk 
mencari keuntungan secara finansial secara 
cepat dengan mengabaikan kepentingan pa-
ra pemegang hak cipta. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penu-
lis akan mengkaji lebih dalam terkait perlin-
dungan hukum hak cipta konten kreator di 
isntagram dan pelanggaran-pelanggaran hak 
cipta dalam penelitian ini ditinjau dari Un-
dang-Undang Hak Cipta. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis perlindungan 
hukum pencipta dan pemegang hak cipta 
konten kreator instagram,  serta sanksi pida-
na terhadap pelanggaran hak cipta Telah 
memberikan perlindungan hukum  pencipta 
dan pemegang hak cipta konten creator In-
stagram. 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif, yaitu dengan mengguna-
kan statute approach dan pendekatan konsep-
tual. Sumber hukum yang digunakan beru-
pa sumber hukum primer, yaitu terkait de-
ngan peraturan hukum yang ada dan sum-
ber bahan hukum sekunder.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Perlindungan hukum merupakan upa-
ya perlindungan/pengayoman yang diberi-
kan negara untuk melindungi hak-hak war-
ga negara baik itu dari yang bersifat bahaya 
ataupun kepentingan-kepentingan pribadi 
warga negara. Sebelum jauh membahas ter-
kait perlindungan hukum hak cipta dan pe-
megang hak cipta, patut ditinjau terlebih da-
hulu sejarah pembentukan Undang-Undang 
Hak Cipta. 

Sebelum era kemerdekaan Republik 
Indonesia, peraturan hak cipta diatur dalam 
auteruswet tahun 1912 staatblad Nomor 600 
yang diambil atau disesuaikan dengan ke-

tentuan-ketentuan pada Konvensi Bern ta-
hun 1896, 1908, dan 1908. Perjanjian Bern ini 
yang bertujuan untuk melindungi hak pe-
ngarang (hak cipta) dibidang karya seni, sas-
tra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan 
mana diberikan kepada seluruh anggota da-
ri konvensi itu. Secara timbal balik melin-
dungi hak pengarang antara negara-negara 
yang menjadi anggota (Yanto, 2016). 

Sejak era kemerdekaan hingga saat ini, 
Pemerintah Indonesia telah beberapa kali 
mengeluarkan peraturan terkait hak cipta, 
diantaranya yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1982 Tentang Hak Cipta; 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1987 Tentang Perubahan Atas Un-
dang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 
tentang Hak Cipta; 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1997 Tentang Hak Cipta. Undang-
undang ini lahir setelah penyesuaian 
beberapa ketentuan pasal yang sesuai 
dengan Perjanjian Trade Related Aas-
pects of Itelectual Property Rrights 
(TRIPs); 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 Tentang Hak Cipta; dan 

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta. 

Berbagai upaya negara melindungi 
HKI pencipta dan pemegang hak cipta telah 
dilakukan sesuai perkembangan zaman. Per-
lindungan Hukum adalah perbuatan untuk 
melindungi hak seseorang yang dilakukan 
untuk mendapatkan suatu keadilan ber-
dasarkan hukum yang tengah berlaku secara 
preventif dan refresif (Prakoso, 2016). Pada 
dasarnya perlindungan hukum terhadap su-
atu karya ciptaan sudah mendapatkan per-
lindungan terhadap karya ciptaanya secara 
otomatis (Dharmawan dkk, 2016). Namun 
dalam hal lain seperti ide atau gagasan tidak 
mendapatkan perlindungan hak cipta kare-
na karya cipta harus menunjukkan keaslian 
sebagai bentuk karya cipta nyata dan lahir 
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berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan 
dapat didengar, dibaca, atau dilihat (Sutedi, 
2009). 

Hak cipta harus memberikan perlin-
dungan bagi pencipta dan pemegang hak 
cipta dalam hubungan pribadi dan intel-
ektual dari ciptaannya dan juga untuk me-
manfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti per-
lindungan hak cipta berdimensi hak moral 
(moral right) yang ditimbulkan dari hub-
ungan pribadi dan intelektual pencipta de-
ngan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi 
(economic right) terkait dengan pemanfaatan 
atau pengeksploitasian Ciptaannya (Jened, 
2013). 

Undang-Undang Hak Cipta memberi 
perlindungan terkait hak moral dan hak eko-
moni. Hak moral dan hak ekonomi merupa-
kan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh 
pencipta yang harus dilindungi oleh Un-
dang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 8 
Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bah-
wa hak ekonomi merupakan hak eksklusif 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas cipta-
annya. Sedangkan dari sisi hak moral, hak 
moral merupakan hak yang melekat secara 
abadi pada diri pencipta untuk (Pasal 5 Un-
dang-Undang Hak Cipta): 

a. Tetap mencantumkan atau tidak 
mencantumkan namanya pada sa-
linan sehubungan dengan pemakaian 
ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau 
samarannya; 

c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan 
kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul cip-
taan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal 
terjadi distorsi ciptaan, mutilasi cip-
taan, modifikasi ciptaan, atau hal 
yang bersifat merugikan kehormatan 
diri atau reputasinya. 

Sedangkan dari sisi hak ekonomi, pen-
cipta atau pemegang hak cipta memiliki hak 
ekonomi untuk melakukan (Pasal 8 Undang-
Undang Hak Cipta): 

a. Penerbitan ciptaan; 
b. Penggandaan ciptaan dalam segala 

bentuknya; 
c. Penerjemahan ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, 

atau pentransformasian ciptaan; 
e. Pendistribusian ciptaan atau sa-

linannya; 
f. Pertunjukan ciptaan; 
g. Pengumuman ciptaan; 
h. Komunikasi ciptaan; dan 
i. Penyewaan ciptaan. 

Kemudian ada beberapa bentuk per-
lindungan atau upaya hukum terhadap kon-
ten kreator yang dapat dilakukan pemerin-
tah terhadap pelanggar hak cipta: 

a. Memperkuat kelembagaan hak cipta. 
Pemerintah mempunyai kewenangan 
untuk memperkuat kelembagaan hak 
cipta yaitu dengan menyusun atau 
lebih menyempurnakan Undang-Un-
dang Hak Cipta. Dalam hal ini diper-
lukan juga adanya lembaga yang ku-
at dan tidak hanya menyangkut Dit-
jen Kekayaan Intelektual, tetapi juga 
kementrian atau lembaga dengan 
portofolio industri, perdagangan, pe-
nyiaran, pendidikan serta kebuda-
yaan yang dalam hal ini untuk me-
nyediakan fasilitas untuk perlin-
dungan hak cipta khususnya bagi 
konten creator (Soelistyo, 2011: 301). 

j. Sosialiasi dan peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat timpangnya per-
hatian terhadap kebutuhan perlin-
dungan hak moral dengan lebih me-
ngutamakan tema perlindungan hak 
cipta dengan selalu mentitik berat-
kan pada hak ekonomi berarti secara 
tidak sengaja mematikan eksistensi 
hak moral tersebut yang nilainya sa-
ngat penting untuk dihormati, di-
hargai dan dilindungi (Soelistyo, 
2011: 301). 

Dalam konteks perlindungan hukum 
pecipta dan pemegang hak cipta dari para 
pelaku pelanggaran hak cipta, dari sisi in-
stragram sebagai perusahaan teknologi yang 
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memiliki akses lebih luas terhadap aplikasi 
miliknya juga harus memberi perlindungan 
hukum secara khusus bagi para konten krea-
tor di instagram dan batas-batas bagi peng-
guna agar tidak dapat melakukan pelang-
garan hak cipta. Instagram juga harus meng-
himbau (sosialisasi) kepada seluruh penggu-
na instagram agar tidak melanggar pera-
turan-peraturan yang berlaku, sehingga hal 
ini juga dapat mencegah terjadi pelanggaran 
hak cipta. 

Pelaku pengungah ulang (reupload) ga-
mbar/foto dan video harus mendapat izin 
atau lisensi dari pemegang hak cipta jika 
hendak mempublisnya. Dalam hal ini Instra-
gram harus menyediakan pilihan lisensi un-
tuk melindungi karya hak cipta, yaitu per-
tama dengan all right reserved yaitu dengan 
melindungi hak cipta konvensional yang be-
rarti setiap orang harus meminta izin kepa-
da pemegang hak cipta untuk tindakan ter-
hadap ciptaan tersebut baik itu mengubah 
atau untuk mendapatkan keuntungan ko-
mersial. Yang kedua dengan creative com-
mons yang berarti pemegang hak cipta me-
nyebarluaskan ciptaan dengan lisensi. Ke-
mudian selama pemegang dari hak cipta 
tersebut mengizinkannnya dengan meng-
gunakan sistem identifikasi konten otomatis. 
Dengan sistem tersebut secara otomatis me-
meriksa unggahan video atau foto yang di-
unggah oleh pengguna dengan basis data 
track yang diminta oleh pemegang hak cipta. 
Jika sistem tersebut mendeteksi adanya ke-
miripan atau kecocokan, maka perbuatan 
unggahan ulang video atau foto pengguna 
tersebut bisa saja dihapus atau diblokir seca-
ra otomatis jika pemegang hak cipta merasa 
keberatan dengan hal tersebut. Dengan de-
mikian konten kreator di Instagram merasa 
dihargai dan dilindungi atas karya yang ia 
ciptakan dengan berbagai tahap untuk reu-
pload konten video atau foto yang dimiliki, 
dengan lisensi yang diberikan oleh konten 
kreator yang bersangkutan. 

Kemudian ketika suatu karya cipta te-
lah berbentuk nyata, maka karya cipta terse-
but sangat rentan terhadap pelanggaran. 
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 
suatu pelanggaran hak cipta apabila per-
buatan tersebut melanggar hak khusus dari 
pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun 
Upaya hukum yang dapat dilakukan guna 
mengatasi pelanggaran hak cipta antara lain: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum preventif yaitu 
suatu upaya pencegahan pelanggar-
an terhadap hak cipta yang dapat 
menyebabkan kerugian. Perlindung-
an hukum preventif bertujuan untuk 
mencegah terjadinya tindakan pe-
langgaran terhadap karya cipta. Per-
lindungan hukum preventif dapat di-
lakukan dengan melakukan pencata-
tan terhadap suatu karya cipta yang 
telah dibuat dalam bentuk nyata. 
Meskipun hak cipta tidak memerlu-
kan pendaftaran dan bersifat otoma-
tis, namun demikian dianjurkan ke-
pada pencipta maupun pemegang 
hak cipta untuk mendaftarkan cip-
taannya, karena Surat Pendaftaran 
Ciptaan tersebut dapat dijadikan se-
bagai alat bukti di Pengadilan apabila 
timbul sengketa dikemudian hari ter-
hadap ciptaan tersebut. Pencatatan 
dilakukan dengan mengajukan per-
mohonan ke DirJen HKI, sebagaima-
na diatur dalam Pasal 64 UU Hak 
Cipta. Bila permohonan diterima ma-
ka Dirjen HKI akan menerbitkan su-
rat pencatatan ciptaan. 

b. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif yaitu 
upaya penanggulangan terhadap pe-
langgaran karya cipta. Perlindungan 
hukum represif ini dapat dilakukan 
melalui litigasi dan non litigasi. Ada-
pun perlindungan hukum melalui lit-
igasi atau pengadilan yang dapat dil-
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akukan pencipta terhadap pelanggar-
an atas hak ciptanya yaitu:  

1) Mengajukan permohonan pene-
tapan sementara ke Pengadilan 
Niaga dengan menunjukkan 
bukti sebagai pemegang hak 
dan bukti adanya pelanggaran. 
Penetapan sementara ditujukan 
untuk mencegah berlanjutnya 
pelanggaran hak cipta, me-
nyimpan bukti yang berkaitan 
dengan pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait tersebut (Pasal 
106 Undang-Undang Hak Cip-
ta). 

2) Mengajukan gugatan ganti rugi 
atas pelanggaran hak cipta ke 
Pengadilan Niaga atas pelang-
garan hak ciptanya (Pasal 99 
Undang-Undang Hak Cipta) 

3) Melaporkan tindakan pelang-
garan hukum kepada pihak 
penyidik Polisi Republik Indo-
nesia (POLRI) dan/atau Penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil Di-
rektorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual (Pasal 99 Undang-
Undang Hak Cipta). 

Munculnya tindak pidana hak cipta 
dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas 
maupun kuantitasnya adalah merupakan si-
kap tidak menghargai hasil karya orang lain 
dan bahkan mereka para pelaku tindak pi-
dana hak cipta cenderung untuk meman-
faatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilin-
dungi oleh undang-undang hak cipta hanya 
semata-mata untuk mencari keuntungan 
pribadinya (Pasal 99 Undang-Undang Hak 
Cipta). 

Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Hak 
Cipta dijelaskan bahwa suatu ciptaan dil-
arang dihilangkan, diubah, atau dirusak. 
Selanjutnya dalam Pasal ayat 3 menyebut-
kan setiap orang yang tanpa izin pencipta 
atau pemegang hak cipta dilarang melaku-
kan Penggandaan dan/atau penggunaan se-
cara komersial ciptaan. Dalam konteks pe-
langgaran hak cipta konten kreator di insta-

gram, pelanggaran yang sering ditemui ada-
lah kegiatan reupload foto atau video. Reu-
pload konten merupakan perbuatan meng-
unggah ulang karya konten kreator ke akun 
milikknya sendiri.  

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, 
terdapat 8 (delapan) ketentuan yang menga-
tur terkait sanksi pidana pelanggaran hak 
cipta, yaitu sebagai berikut: 

1. Pasal 112 menyebutkan: 
Setiap Orang yang dengan tanpa 
hak melakukan perbuatan se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 
untuk penggunaan secara komer-
sial, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling. 

2. Pasal 113 menyebutkan: 
(1) Setiap Orang yang dengan 

tanpa hak melakukan pelang-
garan hak ekonomi se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
penggunaan secara komersial 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 1 (satu) ta-
hun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan 
tanpa hak dan/atau tanpa 
izin pencipta atau pemegang 
hak cipta melakukan pelang-
garan hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan 
tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang 
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Hak Cipta melakukan pelang-
garan hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 9 ayat (l) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling 
banyak (1) (21 (3) Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(4) Setiap orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rpa. 
4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 

3. Pasal 114 menyebutkan: 
Setiap Orang yang mengelola 
tempat perdagangan dalam sega-
la bentuknya yang dengan senga-
ja dan mengetahui membiarkan 
penjualan dan/atau pengganda-
an barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta dan/ atau Hak Terkait di 
tempat perdagangan yang 
dikelolanya sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10, dipidana de-
ngan pidana denda paling ban-
yak Rp. 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 

4. Pasal 115 menyebutkan: 
Setiap Orang yang tanpa per-
stujuan dari orang yang dipotret 
atau ahli warisnya melakukan 
Penggunaan Secara Komersial, 
Penggandaan, Pengumuman, Pe-
ndistribusian, atau Komunikasi a-
tas Potret sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 untuk kepent-

ingan reklame atau periklanan 
untuk Penggunaan Secara Ko-
mersial baik dalam media elek-
tonik maupun non elektronik, 
dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

5. Pasal 116 menyebutkan: 
(1) Setiap Orang yang dengan 

tanpa hak melakukan pelang-
garan hak ekonomi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (21 huruf e untuk 
Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 1 (satu) ta-
hun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan 
tanpa hak meiakukan pelang-
garan hak ekonomi seba-
gaimana dimaksud dalam Pa-
sal 23 ayat (21 huruf a, huruf 
b, dan/atau huruf f, untuk 
Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda pal-
ing banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan 
tanpa hak melakukan pelang-
garan hak ekonomi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (2) huruf c, dan/atau 
huruf d untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/ 
atau pidana denda paling ba-
nyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

(4) Setiap orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yang dilakukan 
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dalam bentuk Pembajakan 
dipidana dengan pidana pen-
jara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 

6. Pasal 117 menyebutkan: 
1) Setiap Orang yang dengan 

sengaja dan tanpa hak mela-
kukan pelanggaran hak eko-
nomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) huruf 
c untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan / atau pi-
dana denda paling banyak 
Rp. 100.000.000 ( seratus juta 
rupiah).  

2) Setiap Orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak mela-
kukan pelanggaran hak eko-
nomi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 24 ayat (2) huruf 
a, huruf b, dan/atau huruf d 
untuk Penggunaan Secara Ko-
mersial, dipidana dengan pi-
dana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pi-
dana denda paling banyak 
Rp. 1.000.000.000,00 (satu mil-
iar rupiah).  

3) Setiap Orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 yang dilakukan 
dalam bentuk Pembajakan di-
pidana dengan pidana penja-
ra paling Iama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 

7. Pasal 118 menyebutkan : 
1) Setiap Orang yang dengan se-

ngaja dan tanpa hak melaku-
kan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 25 ayat (2) huruf a, 
huruf b, huruf c, dan/atau 
huruf d untuk Penggunaan 
Secara Komersial, dipidana 
de-ngan pidana penjara pal-
ing lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda pal-
ing banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  

2) Setiap orang yang memenuhi 
unsur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf 
d yang dilakukan dengan 
maksud Pembajakan dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuiuh) tahun dan/ 
atau pidana denda paling ba-
nyak Rp4.000.000.000,00 (em-
pat miliar rupiah). 

8. Pasal 119 menyebutkan : 
Setiap Lembaga Manajemen Ko-
lektif yang tidak memiliki izin 
operasional dari Menteri seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 
88 ayat (3) dan melakukan ke-
giatan penarikan royalti dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

Dari pasal-pasal yang telah disebut di 
atas, Pemerintah melalui kebijakan hukum 
telah mengatur sedemikian rupa sanksi pi-
dana agar orang lain tidak melakukan pe-
langgaran hak cipta. Adanya perlindungan 
terhadap konten kreator instagram dalam 
hak moral tersebut tidak terlepas dari adan-
ya hak ekonomi, yang dapat dimiliki oleh 
konten kreator. Hak ekonomi ini adalah hak 
untuk mendapatkan keuntungan ekonomi 
dari hasil ciptaannya. Hal ini juga dapat 
dikaitkan dengan teori perlindungan hukum 
Soetjipto Rahardjo, sanksi pidana merupa-
kan upaya untuk melindungi kepentingan 
seseorang yang dalam hal ini pencipta, pe-
megang hak cipta, atau konten kreator. 
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4. Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Dalam hal perlindungan hukum bagi 
pencipta dan pemegang hak cipta konten 
kreator instagram, Pemegang Hak Cipta dan 
Content Creator  instagram  mendapatkan 
perlindungan hukum terhadap ciptaan mau-
pun konten yang diciptakan berdasarkan 
pemikiran atau ide orisinil dan kreatifitas 
mereka ke dalam platform instagram  di In-
donesia. Selain itu Undang-Undang Hak 
Cipta memberi perlindungan terkait hak 
moral dan hak ekomoni, Hak moral dan hak 
ekonomi merupakan suatu hak eksklusif 
yang dimiliki oleh pencipta atau conten 
creator yang dilindungi oleh Undang-Un-
dang Hak Cipta. perlindungan hukum pe-
cipta dan pemegang hak cipta dari para 
pelaku pelanggaran hak cipta, dari sisi ins-
tragram sebagai perusahaan teknologi yang 
memiliki akses lebih luas terhadap aplikasi 
miliknya juga harus memberi perlindungan 
hukum secara khusus bagi para konten kre-
ator di instagram dan batas-batas bagi 
pengguna agar tidak dapat melakukan pel-
anggaran hak cipta.  

Saran 

Pelaku pengungah ulang (reupload) 
gambar/foto dan video harus mendapat izin 
atau lisensi dari pemegang hak cipta jika 
hendak mempublisnya. Dalam hal ini Ins-
tragram harus menyediakan pilihan lisensi 
untuk melindungi karya hak cipta, yaitu 
pertama dengan all right reserved yaitu de-
ngan melindungi hak cipta konvensional 
yang berarti setiap orang harus meminta izin 
kepada pemegang hak cipta untuk tindakan 
terhadap ciptaan tersebut baik itu mengubah 
atau untuk mendapatkan keuntungan ko-
mersial. Yang kedua dengan creative com-
mons yang berarti pemegang hak cipta me-
nyebarluaskan ciptaan dengan lisensi. Ke-
mudian selama pemegang dari hak cipta 
tersebut mengizinkannnya dengan meng-

gunakan sistem identifikasi konten otomatis. 
Selain itu terdapat pula Perlindungan hu-
kum terhadap hak cipta konten instagram 
dilakukan cara preventif dan represif, per-
lindungan secara preventif dapat dilakukan 
dengan melakukan pencatatan terhadap su-
atu karya cipta yang telah dibuat dalam ben-
tuk nyata. Meskipun hak cipta tidak memer-
lukan pendaftaran dan bersifat otomatis, 
namun demikian dianjurkan kepada pen-
cipta maupun pemegang hak cipta untuk 
mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pen-
daftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan 
sebagai alat bukti di Pengadilan apabila tim-
bul sengketa dikemudian hari terhadap cip-
taan tersebut. Sedangkan Perlindungan hu-
kum represif ini dapat dilakukan melalui 
litigasi dan non litigasi.  

Sanksi pidana terhadap pelanggaran 
hak cipta Telah memberikan perlindungan 
hukum bagi pencipta dan pemegang hak 
cipta konten creator instagram, hal tersebut 
diatur Dalam Undang-Undang Hak Cipta, 
yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) ke-
tentuan yang mengatur terkait sanksi pidana 
pelanggaran hak cipta, yaitu Pasal 112 hi-
ngga Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. 
Dalam hal ini jelas terdapat ancaman sanksi 
pidana bagi orang yang dengan sengaja 
mencuri konten milik orang lain, akan tetapi 
minimnya informasi hukum bagi content 
creator instagram membuat belum ditemu-
kannya orang yang dipidana dengan ke-
tentuan tersebut.  
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